(Siapa) Menggugat Profesor (Yang Mana)?

Tarkus Suganda
Departemen Proteksi Tanaman
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
tarkus.suganda@gmail.com

Beberapa edisi Kompas terakhir memuat artikel tentang gugatan kepada para profesor
Indonesia. Jika artikel seperti ini kembali muncul, artinya permasalahan yang terkait dengan
profesor, terutama tentang kinerjanya, tampaknya tidak pernah terselesaikan atau dicoba
diselesaikan. Materi yang dibahas dalam ketiga artikel terakhir ini bukanlah hal yang baru.
Ketiga artikel terakhir Kompas, lagi-lagi hanya memuat fakta yang ada. Tidak secara tegas
pula profesor yang mana yang digugat, dan tolok ukur apa yang menjadi dasar gugatannya.

Perlu diketahui bahwa profesor di Indonesia banyak jenisnya. Ada profesor riset, yang 100%
tugasnya ialah melakukan penelitian (tentunya diakhiri dengan menulis artikel ilmiah), dan
ada profesor tridharma, yang tugas utamanya ialah mengajar, disertai dengan meneliti,
melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan setumpuk tugas tambahan. Profesor riset
biasanya berafiliasi di lembaga-lembaga penelitian, sedangkan profesor tridharma berafiliasi
di perguruan tinggi. Profesor riset mencapai gelar profesor dinilai dari (hanya) kinerja riset
dan publikasi ilmiahnya, sedangkan profesor tridharma hanya 45% dari angka kreditnya
berasal dari penelitian dan publikasi ilmiah.

Secara tersirat, pembaca dapat menduga bahwa yang dijadikan dasar gugatan atau tema
dari ketiga artikel terakhir adalah rendahnya kualitas riset dan publikasi ilmiah para profesor
Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara maju bahkan dengan negara tetangga.
Sayangnya, gugatan cenderung menyamaratakan semua profesor, tanpa memahami dengan
baik jenis profesor sebagaimana dipaparkan diatas. Tampak jelas bahwa yang menjadi
sasaran gugagan justru adalah profesor tridharma.

Jika kriteria yang digugat adalah hasil riset dan publikasi ilmiah, maka pemangku
kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) seharusnya melayangkan gugatan
lebih diutamakan kepada profesor riset. Hal ini bukan berarti bahwa profesor tridharma
terlepas dari tanggung jawab rendahnya kinerja riset dan publikasi ilmiah, tetapi jelas bobot
gugatannya haruslah proporsional. Kepada profesor tridharma seharusnya gugatan lebih
diarahkan kepada kinerjanya dalam bidang pengajaran, yang juga merupakan salah satu
komponen utama penugasannya.

Ironisnya, para penggugat, yang umumnya adalah pemerintah melalui Kementerian terkait
(yang notabene adalah instansi pembinanya) dengan para pejabatnya yang juga para
profesor, dan para profesor senior, lebih banyak berperan sebagai penggugat, tanpa pernah
mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Padahal, para profesor birokrat
tersebut umumnya lulusan pendidikan tinggi luar negeri dan sering kali ikut serta dalam
berbagai seminar tentang pengelolaan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia.

Sistem rekrutmen sebagai akar masalah rendahnya kinerja profesor tridharma di
Indonesia



Sistem rekrutmen calon dosen (yang kelak sebagian akan menjadi profesor tridharma)
ditengarai ikut menyumbang terhadap lemahnya kinerja profesor dan dosen pada
umumnya. Di Indonesia baru beberapa tahun terakhir saja, sesorang yang akan menjadi
dosen dipersyaratkan memiliki gelar magister (S2). Para profesor tridharma, baik yang saat
ini tidak berada di birokrasi maupun yang menjadi birokrat, pada saat mereka direkrut
menjadi dosen merupakan sarjana atau lulusan S1. Artinya, pada saat direkrut, mereka
sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan tridharma. Kalaupun ada,
pengalaman mereka dalam melakukan penelitian hanyalah saat mereka melakukan
penelitian untuk kepentingan penulisan skripsi.

Sementara itu di luar negeri, seorang calon dosen umumnya ialah seorang doktor, yang
harus memiliki pengalaman post-doctoral selama 1-2 tahun, diwajibkan ikut wawancara dan
melaksanakan seminar di depan sivitas akademika di departemennya. Untuk satu posisi
yang sudah jelas peruntukkannya, contohnya riset tentang bidang X dan mengajar mata
kuliah' Y, biasanya terdapat 2-3 orang kandidat, sehingga departemen dapat memilih
kandidat terbaik. Setelah terpilih pun, kandidat masih tetap berstatus percobaan (probation
atau non-tenure) sehingga tidak ada jaminan tidak akan diberhentikan kalau kinerjanya tidak
memenuhi harapan. Sementara di Indonesia, dosen yang CPNS dapat berleha-leha karena
sudah hampir dipastikan akan menjadi PNS yang sulit sekali untuk diberhentikan, bagaimana
pun kinerjanya. Dengan membandingkan sistem perekrutannya saja, absurd sekali kalau
para penggugat menuntut lebih atau menginginkan kinerja para dosen di Indonesia harus
setara dengan koleganya di luar negeri.

Perguruan tinggi dan pemerintah (institusi) juga turut andil besar dalam menyebabkan
rendahnya kinerja para profesor dan calon profesornya. Selama ini, perguruan tinggi dan
pemerintah gagal menyediakan tempat dan fasilitas bagi para (calon) profesor untuk
berkinerja unggul (fail to florish). Sebagai buktinya, begitu banyak doktor-doktor lulusan
luar negeri — yang notabene sudah ditempa bertahun-tahun dalam melakukan penelitian,
menulis artikel, dan mengikuti seminar ilmiah — akhirnya kembali ke sistem yang tidak lagi
membuat mereka tertantang untuk berinovasi. Padahal masa selesai pendidikan doktoral
adalah merupakan golden ages untuk berinovasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh
oleh Micko Packalen dan Jay Bhattacharya terhadap 20 juta artikel ilmiah bidang biomedis
yang dipublikasikan selama 70 tahun (National Bureau of Economic Research, 2015 juga
artikel oleh Ewen Callaway dalam Nature vol. 518, 19 Februari 2015) menunjukkan bahwa
reputasi perguruan tinggi ditentukan oleh inovasi para doktor mudanya. Callaway
mengatakan bahwa para peneliti sangat kreatif ketika masih berusia muda, karena mereka
lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Peran para profesor senior lebih kepada memberikan
leadership dan nurturing dalam kelompok penelitiannya.

Sebaliknya, di Indonesia, para doktor muda, termasuk yang lulusan luar negeri, harus
berjuang keras hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sekembali ke tanah air.
Bukannya dioptimalkan keberadaannya, mereka justru diabaikan atau bahkan dimusubhi.
Melalui program beasiswa luar negeri, Ditjen Dikti berhasil mencetak begitu banyak doktor
lulusan luar negeri, tetapi dampaknya belum nyata. Contohnya, alih-alih mengembangkan
atmosfir akademik di kampus asalnya, para doktor baru lulusan luar negeri malah ramai-
ramai mengikuti program detasering (program Ditjen Dikti untuk membina perguruan tinggi
yang masih perlu pembinaan).



Apa yang harus dilakukan

Tidak semua dosen, dari asisten maupun profesor, memiliki kapabilitas dan kompetensi
yang sama besarnya dalam melaksanakan setiap darma dari tridharma. Masing-masing
memiliki bakat tersendiri, sehingga sudah jadi pengetahuan umum bahwa profesor yang
mumpuni dalam bidang penelitian biasanya adalah pengajar yang kurang berhasil, demikian
pula sebaliknya. Sudah waktunya, pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah memetakan
keunggulan dari masing-masing profesor (dan para doktornya), sebagaimana yang penulis
saksikan di Amerika Serikat dan juga di Inggris (sebagaimana dikemukakan Agus Suwignyo,
Kompas 6 November 2015). Capaian kinerja mereka dapat dinilai secara terukur sesuai
dengan kontrak penugasannya. Tidak ada alasan untuk sulit melakukannya, karena toh kita
sudah dapat melakukannya terhadap para profesor riset kita. Sudah pula saatnya
menempatkan pengertian baru bahwa tugas tridharma itu adalah tugas perguruan tinggi,
bukan tugas individu setiap dosen.

Setelah pemetaan selesai, perlu juga diikuti dengan sistem pengalokasian dana yang lebih
terarah. Dana penelitian sudah selayaknya lebih diutamakan diberikan kepada para
profesor dan kelompoknya yang memang memiliki keunggulan sebagai peneliti. Jika
program penelitian pemerintah sudah tersusun dengan baik, maka alih-alih mengalokasikan
dana melalui sistem kompetisi, pemerintah dapat melakukan kontrak kerja atas unjuk
kepada kelompok peneliti dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dalam
bidang tertentu, sesuai dengan kekuatan dan keunggulan kelompok profesor dan
penelitinya. Setiap profesor yang ditunjuk diwajibkan membina dan membimbing para
doktor atau bahkan menghasilkan doktor baru yang kompeten. Contohnya, biarlah
penelitian bidang perkeretaapian, perkapalan menjadi milik ITS, penelitian bidang
penerbangan milik ITB, penelitian bidang gambut milik perguruan tinggi di Kalimantan, dan
seterusnya.

Memaksakan dan mengasumsikan semua profesor memiliki bakat yang sama adalah
kesalahan besar, karena profesor adalah spesialis bidang ilmu. Demikian juga
mengasumsikan bahwa semua profesor memiliki kapabilitas tinggi dalam penelitian sama
besarnya dengan kapabilitas dalam pembelajaran adalah juga keliru. Oleh karena itu, jika
ingin menggugat, maka gugatlah para profesor itu dalam bidang unggulannya. Menggugat
rendahnya kinerja profesor tridharma di perguruan tinggi dari segi riset dan publikasinya,
merupakan gugatan yang salah alamat. Semua fihak harus memahami bahwa dosen dan
profesor tridharma tidak pernah ada liburnya, karena selain melaksanakan tugas tridharma,
mereka juga harus menguji dan membimbing mahasiswa, serta beraktivitas dalam kegiatan
masyarakat, yang waktunya biasanya di antara waktu penelitian dan pengajaran.

Jika beberapa langkah tadi sudah dilakukan, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah
bersabar. Perubahan tidak akan terlihat dengan segera, karena sangat sulit mengubah
mental dan perilaku para profesor senior yang sudah ada. Kita harus menunggu sampai
para doktor yang ditugasi tersebut menjadi profesor. Hanya sedikit dari profesor aktif yang
sekarang ada, akan dapat langsung tancap gas dengan model pengalokasian dana penelitian
yang penulis usulkan.
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